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ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN BADUNG 
 

 

ABSTRAK 

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan 

memaksimalkan potensi daerah yang tersedia salah satunya lewat pajak daerah 

yang merupakan kontribusi penting yang bersifat wajib kepada daerah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari 

pemungutan masing-masing pajak daerah Kabupaten Badung serta mengetahui 

seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat di sumbangkan oleh masing-masing 

pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Badung. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan 

data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas pemungutan masing-masing pajak daerah Kabupaten Badung cukup 

bervariasi dengan tingkat efektivitas tertinggi dari pajak parkir sebesar 104,24% 

dan tingkat efektivitas terendah dari pajak reklame sebesar 56,54%. Selain itu 

terdapat pos pajak daerah lainnya yaitu  BPHTB dengan tingkat efektivitas sebesar 

102,74%, pajak air tanah sebesar 96,30%, pajak restoran sebesar 93,67%, pajak 

hiburan  sebesar 93,39%, dan pajak penerangan jalan sebesar 91,40%, PBB-P2 

sebesar 73,20% dan pajak hotel sebesar 70,66%. Sedangkan tingkat kontribusi 

pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan PAD sudah cukup baik dengan 

tingkat kontribusi terbesar dari pajak hotel sebesar 39,00% diikuti pajak BPHTB 

sebesar 15,59%, pajak restoran sebesar 12,24%, pajak reklame sebesar 0,06%, 

pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,08%, pajak parkir sebesar 0,56%, 

pajak hiburan sebesar 1,59%, pajak air tanah sebesar 1,60%, pajak penerangan jalan 

sebesar 4,03% dan yang PBB-P2 sebesar 6,04%. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah 
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 ANALYSIS THE EFFECTIVENESS AND 

CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES TO LOCAL REVENUE 

INCREASE IN THE REGION OF BADUNG REGENCY 
 

 

ABSTRACT 

The government is expected to be able to increase regional income by maximizing 

the available regional potential, one of which is through local taxes, which are an 

important mandatory contribution to the region. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of each local tax collection in Badung Regency and to 

find out how much each local tax could contribute to increase the regional income 

of Badung Regency. This study used quantitative descriptive methods with data 

collection methods, namely interviews and documentation. The results of the 

analysis show that the level of effectiveness of collecting each local tax in Badung 

Regency is quite varied, with the highest level of effectiveness from the parking tax 

of 104.24% and the lowest level of effectiveness from the advertisement tax of 

56.54%. In addition, there are other local taxes, namely BPHTB with an 

effectiveness level of 102.74%, groundwater tax of 96.30%, restaurant tax of 

93.67%, entertainment tax of 93.39%, and street lighting tax of 91.40 %. PBB-P2 

is 73.20%, and hotel tax is 70.66%. Meanwhile, the contribution level of local tax 

collection to increase regional income is quite good, with the largest contribution 

level of 39.00% from hotel tax followed by BPHTB tax of 15.59%, restaurant tax of 

12.24%, advertising tax of 0.06%, non-metallic minerals and rocks tax of 0.08%, 

parking tax of 0.56%, entertainment tax of 1.59%, groundwater tax of 1.60%, street 

lighting tax of 4.03%, and the PBB-P2 by 6.04%. 

 

Keywords: Effectiveness, contribution, local taxes, locally generated revenue. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan 

bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, 

nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan 

dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya 

sendiri. Hal ini diberlakukan sejalan dengan Indonesia yang terdiri dari 

banyak pulau dan terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi dibagi 

lagi menjadi daerah-daerah kab/kota. Sebagaimana diatur dalam UU No.32 

Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perbedaan 

mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh 

yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini 

didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling 

mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri (Sri Artini & Taras, 

2017) 

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan 

desentralisasi fiskal, karena kemampuan daerah tidak merata di setiap daerah. 

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yaitu masing-masing daerah 

dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) agar nantinya mampu membiayai penyelenggaraan 

pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

(Rinaldi, 2012). Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dengan sistem 

desentralisasi, pemerintah daerah diharuskan untuk lebih aktif dan mandiri 

dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial 

dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pusat. Dengan 

adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk 

membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya 

daerahnya sehingga meningkatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah 

secara optimal. Salah satu cara alternatif yang paling potensial dalam 

meningkatkan penerimaan suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli 

daerah yaitu dengan melakukan pemungutan pajak daerah yang merupakan 

cerminan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pelaksanaan 

pemerintah daerah.  

Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal 

pemerintah daerah. Dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya, 

instrumen fiskal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus yang nantinya 

berdampak pada kemampuan keuangan dari daerah tersebut. Kemampuan 

keuangan dari suatu daerah sendiri dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang 

diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian 

otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang 

sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan 
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suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD 

kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah 

kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip 

secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). PAD merupakan unsur 

yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu 

komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan 

lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber 

pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Berikut Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Bali yang disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2018-2020 

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 

Kab. Jembrana    126.477.267     133.698.784     148.045.103  

Kab. Tabanan      363.370.469       354.558.239       313.042.530  

Kab. Badung   4.555.716.407    4.835.188.460    2.116.974.302  

Kab. Gianyar      770.204.849       997.478.368       545.869.873  

Kab. Klungkung      186.974.284       225.063.772       220.893.875  

Kab. Bangli      122.686.254       127.040.436       104.325.150  

Kab. Karangasem      200.361.247       233.013.033       219.176.733  

Kab. Buleleng      335.555.494       365.595.301       318.986.891  

Kab. Denpasar      940.110.335    1.010.779.481       731.261.281  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 

Tabel 1.1 menunjukkan Kabupaten Badung setiap tahunnya 

memberikan sumbangan tertinggi PAD dibandingkan dengan daerah lainnya 

yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2020 Kabupaten Badung menempati 

posisi pertama dan Kabupaten Denpasar menempati posisi kedua selanjutnya 

PAD terendah di tahun 2020 berasal dari PAD Kabupaten Bangli. 

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang 

melaksanakan otonomi daerah dan merupakan penyumbang ekonomi terbesar 
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di Provinsi Bali. Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang 

memiliki potensi wisata cukup besar, baik potensi wisata alam, wisata buatan, 

wisata budaya, wisata remaja maupun penunjang pariwisata seperti 

penyediaan akomodasi dan makan minum. Dengan pemanfaatan sektor 

pariwisata yang unggul di Kabupaten Badung maka akan memberikan 

dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan bagi 

pemerintah yaitu berupa setoran pajak daerah yang dikenakan pada berbagai 

bidang yang terkait seperti hotel, restoran, rumah makan dan lain-lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan mengoptimalkan 

sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola ataupun berpotensi untuk 

dipungut pajak daerah dapat mengoptimalkan PAD yang diperoleh yang 

nantinya dapat digunakan secara efisien dan efektif (Kusuma Arsana A.B, 

2013) 

Namun adanya pandemi covid-19 berdampak bagi sektor pariwisata 

Kabupaten Badung yang menimbulkan penurunan penerimaan pajak daerah. 

Penurunan ini dipengaruhi oleh diberlakukannya pembatasan sosial saat 

pandemi yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan membuat 

bisnis hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan bisnis lainnya yang sangat 

bergantung pada sektor pariwisata menjadi ikut terdampak. Konsumen yang 

menurun mengakibatkan pendapatan yang diperoleh juga menurun, sehingga 

bisnis-bisnis yang terdampak ini tidak mampu untuk membayar pajak. Selain 

itu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

untuk melaporkan pajak dan membayar pajak juga mempengaruhi 
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penerimaan pajak oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut 

sangat mempengaruhi tingkat kontribusi yang dapat disumbangkan dari 

penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

nantinya. Dalam kondisi seperti itu pajak yang diterima oleh Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, dalam realisasinya terdapat 

beberapa pos pajak daerah yang tidak mampu mencapai target yang telah 

ditetapkan dikarenakan tidak optimal beroperasinya potensi-potensi yang 

ada. Pemilihan Pajak Daerah sebagai objek penelitian karena Pajak Daerah 

merupakan salah satu kontribusi penting yang bersifat wajib kepada daerah 

sehingga menjadi suatu sumber daya yang aktif dan berkesinambungan serta 

harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Berikut adalah Target dan 

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 

yang disajikan pada Tabel 1.2.
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Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 

No Pajak Daerah 
2017 2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Pajak Hotel 2.013.908 2.030.881 3.514.966 2.236.311 2.691.803 2.469.152 1.080.021 670.803 737.405 258.041 

2 Pajak Restoran 451.934 475.939 645.721 624.456 795.721 739.355 420.429 255.065 137.879 155.470 

3 Pajak Hiburan 57.156 58.585 75.727 80.288 94.718 108.089 73.047 35.572 15.822 15.128 

4 Pajak Reklame 14.000 5.083 14.000 2.339 5.000 2.743 1.000 888 875 752 

5 Pajak Penerangan 

Jalan 
171.695 133.418 200.000 137.523 140.000 147.730 110.570 117.079 96.000 95.167 

6 Pajak Parkir 17.870 26.750 27.638 24.704 27.638 27.467 16.319 12.242 7.471 8.046 

7 Pajak Air Tanah 67.999 61.833 88.499 63.502 77.999 73.465 38.999 40.293 25.222 30.595 

8 Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 
150 117 150 40 20.000 19.873 73 49 75 14 

9 Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan 

303.941 202.880 375.000 205.568 300.000 208.324 159.735 147.068 205.374 170.296 

10 Bea Perolehan atas 

Tanah dan Bangunan 
492.741 494.664 1.001.295 498.178 500.000 421.115 300.000 334.689 325.000 545.206 

Total 3.591.397 3.490.156 5.942.998 3.872.915 4.652.882 4.217.319 2.200.196 1.613.753 1.551.126 1.278.719 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung  
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat total penerimaan pajak daerah 

selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai total target yang di 

tetapkan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan target yang cukup signifikan 

jika dibandingkan dengan target dan penerimaan tahun 2017. Peningkatan 

target tertinggi tahun 2018 berasal dari pos pajak hotel dan pajak bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) namun dalam realisasi 

penerimaannya, kedua pajak ini belum mampu memenuhi target. Sama 

halnya dengan pos pajak lainnya yang realisasinya juga belum dapat 

memenuhi target di tahun 2017-2018. Sedangkan pada tahun 2019-2021 yang 

merupakan tahun terdampaknya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan 

penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, begitu juga dengan pos 

pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan penyumbang penerimaan 

pajak terbesar selama lima tahun terakhir. Namun tidak semua penerimaan 

pos pajak daerah saat pandemi covid-19 mengalami penurunan, terdapat pos 

pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang meningkat 

cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi yang tidak 

mencapai target pada beberapa pos pajak daerah nantinya akan 

mempengaruhi tingkat rata-rata penerimaan pajak daerah pertahunnya dan 

juga berpengaruh terhadap besar kecilnya rata-rata efektivitas dan kontribusi 

dari pajak daerah pertahunnya. Selain itu, dalam implementasinya di 

lapangan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Badung salah satunya yaitu terdapat piutang macet atau piutang 

yang tidak dapat tertagih sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja 
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pemungutan pajak dan jumlah penerimaan pajak daerah. Upaya yang dapat 

dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pemungutan pajak daerah yang 

telah dilakukan selama lima tahun terakhir oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Badung serta mengetahui seberapa besar tingkat sumbangan yang 

diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Badung maka perlu 

dilakukannya “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung” agar 

pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan 

kemampuan pengelolaan potensi pajak daerah serta meningkatkan 

penerimaan pajak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Badung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Seberapa besar efektivitas pemungutan dari masing-masing pos pajak 

daerah Kabupaten Badung? 

2. Seberapa besar kontribusi pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pemungutan 

masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Badung. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat di 

sumbangkan oleh masing-masing pos pajak daerah terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma 

III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah wawasan mahasiswa serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan sehingga dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu 

yang didapat di bangku kuliah yang berhubungan dengan Pajak Daerah di 

dunia kerja. 

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan penilaian 

kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di dalam dunia 

kerja serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan permasalahan 

sejenis. 

1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat suatu 

kebijakan serta mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi 

pajak daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah guna 

untuk mengetahui besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan oleh pajak 

daerah terhadap peningkatan PAD Selain itu juga diharapkan dapat 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan di masa yang akan 

datang untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sebagai salah 

satu elemen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Badung.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas pemungutan dari masing-masing pos pajak daerah di 

Kabupaten Badung tahun 2017-2021 cukup bervariasi. Rata-rata 

efektivitas tertinggi dengan kriteria sangat efektif sebesar 104,24% oleh 

pajak parkir dan 102,74% oleh pajak bea perolehan atas tanah dan 

bangunan (BPHTB), selanjutnya dengan kriteria efektif sebesar 

96,30% oleh pajak air tanah, 93,67% oleh pajak restoran, 93,39% oleh 

pajak hiburan, dan 91,40% oleh pajak penerangan jalan. Kriteria kurang 

efektif sebesar 73,20% oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) dan 70,66% oleh pajak hotel, serta kriteria 

efektivitas terendah yaitu kriteria tidak efektif sebesar 58,36% oleh 

pajak mineral bukan logam dan batuan dan 56,54% oleh pajak reklame. 

Dengan adanya beberapa pemungutan pos pajak daerah yang belum 

memasuki kriteria efektif menandakan bahwa pemungutan pajak 

daerah Kabupaten Badung belum berjalan secara optimal. 

2. Kontribusi pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Badung tahun 2017-2021 secara total 
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keseluruhan sudah berkontribusi sangat baik namun jika dilihat pada 

tingkat kontribusi masing-masing pos pajak daerah masih ada yang 

masuk dalam kategori kurang dan sangat kurang. Rata-rata kontribusi 

tertinggi selama lima tahun terakhir oleh pajak hotel sebesar 39,00% 

dengan kriteria cukup baik, terdapat dua pos pajak daerah yang tingkat 

kontribusinya tergolong kurang yaitu pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 15,59% dan pajak restoran 

sebesar 12,24% serta terdapat tingkat kontribusi pemungutan pajak 

yang kurang dari 10% dan termasuk ke dalam kategori kontribusi 

sangat kurang yaitu pajak reklame sebesar 0,06%, pajak mineral bukan 

logam dan batuan sebesar 0,08%, pajak parkir sebesar 0,56%, pajak 

hiburan sebesar 1,59%, pajak air tanah sebesar 1,60%, pajak 

penerangan jalan sebesar 4,03% dan yang terakhir pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 6,04%. Dengan 

ini dapat dikatakan seluruh pemungutan pos pajak daerah belum 

berkontribusi dengan baik dalam meningkatkan PAD meskipun 

terdapat satu pos pajak daerah yaitu pajak hotel yang berkontribusi 

cukup baik namun sebagian besar pos pajak daerah lainnya masih 

dalam kategori kontribusi sangat kurang sehingga pemerintah daerah 

Kabupaten Badung harus lebih berupaya untuk meningkatkan 

pendapatan pajak daerahnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, disarankan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Badung agar mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi pajak daerah yang 

berada di Kabupaten Badung, mengukur kemampuan pajak daerah yang dapat 

digali di Kabupaten Badung secara akurat, sehingga dapat menentukan target 

pajak daerah tidak melebihi dari kemampuan penerimaan pajak daerah, 

karena hal tersebut dapat berimbas terhadap tidak efektifnya pemungutan 

pajak daerah. Berikut ini beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan pajak 

daerah agar terhindar dari realisasi penerimaan pajak daerah yang tidak 

mampu mencapai target dan sebagai upaya dalam meningkatkan kontribusi 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah: 

1. Meningkatkan kinerja khususnya pada bagian pemungut pajak daerah 

sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

2. Meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap usaha-usaha atau 

yang berpotensi menjadi wajib pajak namun menolak untuk 

mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan melakukan 

pembayaran pajak. 

3. Melakukan analisis potensi secara terperinci terhadap pajak daerah 

sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun 

selanjutnya. 
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4. Meningkatkan kinerja pelayanan oleh petugas saat menerima 

pembayaran pajak daerah ataupun pada saat melakukan pemungutan 

atas pajak daerah sehingga wajib pajak merasa nyaman dan mudah 

dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 

5. Memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada wajib pajak yang 

tidak membayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak daerah 

sehingga berimbas terhadap kecilnya penerimaan pajak daerah. 

6. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya 

membayar pajak dan dengan membayar pajak daerah maka ikut serta 

dalam pembangunan daerah. 

7. Mengupayakan adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang 

dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa memberatkan 

wajib pajak. 
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